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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional turut menyadari akan dampak dari narkotika dan

psikotropika bagi kehidupan dan kelangsungan masa depan bangsa, secara nasional menyatakan perang

terhadap narkotika dan psikotropika dengan membentuk aturan hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana

narkotika dan psikotropika ini. Terdapat dua undang-undang yang dapat menjadi rujukan berkaitan dengan

Narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika selanjutnya disebut UU

Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya disebut UU

Narkotika .Eksekusi pidana mati terhadap 6 terpidana kasus narkotika pada tanggal 18 Januari 2015

menimbulkan reaksi pro dan kontra dari beberapa kalangan. Penerapan hukuman mati merupakan politik

hukum nasional suatu negara. Politik hukum nasional adalah arah yang harus ditempuh dalam pembuatan

dan penegakan hukum serta upaya menjadikan hukum sebagai proses guna mencapai cita-cita dan tujuan

bangsa dan negara, cita hukum dan kaidah penuntun hukum di Indonesia sebagaimana terkandung dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI

1945 , yang menempatkan Pancasila sebagai paradigma politik hukum dan merupakan platform kehidupan

bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk dan tetap terikat erat sebagai bangsa yang bersatu.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Indonesia, as part of the international community is aware about the impact of narcotics and psychotropic to

the life and future of the nation, it has declared war on narcotics and psychotropic by forming the rule of law

to ensnare the narcotic and psychotropic crimes rsquo perpetrators. There are two laws that can be referred

related to Narcotics Drugs, Law Number 5 Year 1997 on Psychotropic hereinafter referred to as

Psychotropic Law and Law Number 35 Year 2009 on Narcotics hereinafter referred to as Narcotics Law

.Narcotics and Psychotropic are included as Special Crime and the Court is still granted death penalty over

criminal charges based on Narcotics and Psychotropic Laws. The execution of death penalty on 6 convicted

drug cases on January 18, 2015 causing pro and contra reactions from several perspective.In national legal

politics rsquo perspective, it defines as the direction that must be taken by law makers and in law

enforcement as well as an effort to make the law as a process to achieve the goals of the nation and state,

legal ideals and legal guiding principles in Indonesia as contained in the Preamble of the Constitution of the

Republic of Indonesia Year 1945 hereinafter referred to as UUD 1945 , which positions Pancasila as a legal

political paradigm and is a platform of common life for a very diverse nation of Indonesia and remains

closely bound as a unite nation.
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